
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PUNCAK JAYA
YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN

PERIODE 2024-2029

Lampiran 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (1) poin b, ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2L lenlang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

b. bahwa Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun
2O24 Pasal 38 ayat (7) tentang Pengisian Keanggotaan Dewan
Perwakilan Ra$at Kabupaten Yang Diangkat Melalui
Mekanisme Pengangkatan Dan Pembentukan Panitia
Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia
Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme
Pengangkatan;

c. bahwa Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor
1OO.3.3.2 I I I I KPTS / 2025 tentang Penetapan Calon Anggota
Terpilih dan Calon Anggota Tetap Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Puncak Jaya Melalui Mekanisme
Pengangkatan Periode 2024-2029 yang Dinyatakan Lulus
hasil Seleksi diusulkan oleh Bupati Puncak Jaya kepada
Gubernur Papua Tengah, dan dilakukan verifikasi dan
validasi penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Puncak Jaya oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Papua Tengah telah memenuhi syarat
untuk diresmikan keanggotaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Gubemur Papua Tengah Tentang Peresmian
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten Puncak Jaya
Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode
2024-2029;
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1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O1 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2L terrtang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undarg-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undalg
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s189);

3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201L Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 lentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42) (Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O2l tentang
Kelembagaan Pela,ksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 238, Tambahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2L tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan
Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673r11,

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2l;
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16. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 16 Ta}rurr 2024
tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengalgkatan
Dan Pembentukaa Panitia Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi
Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka
Pengisian Anggota Dewan Perwakilal Rakyat Kabupaten
Melalui Mekanisme Pengangkatan (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 16);

l. Keputusan Panitia Seleksi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPRK) Keputusan Puncak Jaya Provinsi Papua
Tengah Mela,lui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-
2029 Nomor 2 Tahun 2O25 tentang Penetapan Hasil Seleksi
Calon Anggota Terpilih dan Calon Anggota Tetap Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua
Tengah Melalui Mekanisme Pengangkatan Peiode 2024-
2029 tanggalO8 Februari 2025.

2. Berita Acara Penetapan Calon Anggota Terpilih dan Calon
Anggota Tetap DPRK Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua
Tengah Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-
2029 Nomor: 0\7IDPRK-PUJAISET/2025 targgal 08
Februari 2025.

3. Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor:
1OO.3.3.2 I I 1 I I/.J,IS I 2025 tentang Penetapan Calon Anggota
Terpilih dan Calon Anggota Tetap Dewan Perwakilan Rakyat
(DPRK) Puncak Jaya Melalui Mekanisme Pengangkatan
Periode 2024-2029 tanggal 13 Februari 2O25.

4. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Nomor:
100.1.2/60/SET tanggal l3 Februari 2025.

5. Surat Bupati Puncak Jaya Nomor: 1O0.2.L.!/62/SET
Perihal: Usulan Pengesahan Pengangkatan Anggota DPRK
Puncak Jaya melalui Mekanisme Pengangkatan tanggal 14
Febmari 2O25.

6. Surat Pernyataan Nomor: 027/DPRK-PUJA/ SET.
7. Surat Pengantar Nomor: 2OO.II29IKESBANGPOL tanggal

14 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Meresmikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Puncak Jaya Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan
Periode 2024-2029 yang Nama dan Daerah Pengangkatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Puncak Jaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
terhitung mulai tangga.l pengucapan Sumpah/Janji sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
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Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimalsud dalam
Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire
dalam Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Puncak Jaya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Februari 2O25

E. GUBERNUR PAPUATENGAH,
CAP/'ITD

ANWAR HARUN DAMANIK

dengan aslinya
HUKUM,

a
C)
t

4
s URUNG, SH., MH

NIP 60608 200212 | OO2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

l. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dal,am Negeri RI di Ja}arta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SE-TDA Provinsi Papua

Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
9. Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
I0. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten htncak Jaya di Mulia;
1l. Ketua Pansel DPRK Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
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IAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 33TAHUN 2O2S
TANGGAL: 17 FEBRUARI 2025

DAFTAR NAMA.NAMA ANGGOTA TERPILIH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PUNCAK JAYA PERIODE 2024 -2029

YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANT{YA

NO NAMA ANGGOTA DPRK

SULASTRI WONORENGGO

JENIS KELAMIN

3 4

PEREMPUAN DAPENG I

DAPENG I

DAPENG I

DAPENG I

LAKI-LAKI Un l-f-r\U rl

LAKI.LAKI DAPENC II

PEREMPUAN DAPENC II

LAKI.LAKI DAPENG III

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

DAERAH
PENGANGKATAN

I

6

J WIGINUS GIRE

t3 TINUS DEIRIEBI

dengan aslinya
HUKUM,

RUNG, SH., MH
NrP. 19760604 20021'2 1 002

1 )

DEWISON ENUMBI2 LAKI-LAKI

.1 MAICHEL Y WONERENGGA LAKI.LAKI

4 TIMUS MARO TELENGGEN LAKI-t.A,KI

7

YARIPIN WONDA

NOVICA GIRE

r

I

-1



LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 33 TAHUN 2025
TANGGAL: l7 FEBRUARI 2025

DAFTAR NAMA.NAMA ANGGOTA TETAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PUNCAK JAYA PERIODE 2024.2029

YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANI{YA

--r

1

I

NO NAMA ANGGOTA

2

NUTEA WONDA

5. . MITINUS TELENGCEN

6 LEMAS TELENGGEN

.JENIS KELAMIN

3

LAKI-LAKI

LAKI [-AKI

LAKI.LAKI

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI

DAERAH
PENGANGKATAN

4

DAPENG I

DAPENG I

DAPENG I

DAPENG I

I.JAI-T,]\U I

DAPENC I

DAPENG I

DAPENG I

DAPENC II

DAPENG II

DAPENC II

7 AGUS KOKOYA

8. NISON WONERENGGA

9. ELSIN WONDA

10. SEM KOGOYA

11. EDI ENUMBI

t2. ENDI YORIN WONDA

13. AMIRON WONDA

ELMI WONDA

LEMISON ENUMBI

16. NOSLIWA KOKOYA

LAKI.LAKI n /r r\r.tr/.a Yru,/-lr l-l I \r rl

LAKI.LAKI DAPENG II

DAPENG II

LAKI I-AKI DAPENG III

LAKI-LAKI DAPENG III

PJ. GUBERNUR PAPUATENGAH,
cAP/T',rD

ANWAR HARUN DAMANIK

engan aslinya
HUKUM,

G, SH., MH

2 YERY WONDA LAKI-LAKI

a DEBA TELENGGEN LAKI LAKI

4 RINCE ENUMBI PEREMPUAN

LAKI,LAKI

PEREMPUAN14.

15.

N1P. 2002t2 1002
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